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ABSTRAK

Penelitian ini berjudul “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pencurian
Secara Bersama-Sama terhadap Becak Bermotor Studi Kasus di Polsek Stabat.”
Latar belakang penelitian ini berangkat dari terjadinya tindak pidana pencurian
becak bermotor yang merugikan korban, baik secara ekonomi maupun sosial.
Becak bermotor tidak hanya bernilai sebagai kendaraan, tetapi juga menjadi sarana
kerja bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Oleh karena
itu, pencurian becak bermotor yang dilakukan secara bersama-sama perlu dianalisis
secara hukum untuk mengetahui bentuk tindak pidana, peran masing-masing
pelaku, serta pertanggungjawaban pidana yang dapat dibebankan kepada para
pelaku.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk tindak pidana
pencurian yang dilakukan secara bersama-sama terhadap becak bermotor di
wilayah hukum Polsek Stabat, untuk mengetahui peran masing-masing pelaku
dalam tindak pidana pencurian tersebut, serta untuk mengetahui
pertanggungjawaban pidana para pelaku dalam kasus pencurian becak bermotor
secara bersama-sama di Polsek Stabat.Metode penelitian yang digunakan adalah
penelitian yuridis empiris, yaitu penelitian hukum yang mengkaji ketentuan hukum
yang berlaku dan menghubungkannya dengan fakta yang terjadi di lapangan.

Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif untuk
memberikan gambaran mengenai penyelesaian perkara pencurian becak bermotor
secara bersama-sama.Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk tindak pidana
pencurian terhadap becak bermotor di wilayah hukum Polsek Stabat merupakan
pencurian terhadap barang bergerak milik orang lain yang dilakukan oleh lebih dari
satu orang dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, sehingga dapat
dikualifikasikan sebagai pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dalam
Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.

Peran masing-masing pelaku dapat berupa pelaku yang mengambil
langsung becak bermotor, mengawasi keadaan, memberi informasi, membantu
membawa kendaraan, atau menyembunyikan hasil curian. Pertanggungjawaban
pidana para pelaku dapat dibebankan apabila terbukti adanya perbuatan pidana,
kesalahan berupa kesengajaan, kemampuan bertanggung jawab, serta tidak adanya
alasan penghapus pidana. Dengan demikian, setiap pelaku yang terbukti terlibat
dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sesuai dengan peran dan tingkat
kesalahannya berdasarkan Pasal 362 jo. Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan Pasal
55 KUHP.
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CRIMINAL LIABILITY OF PERPETRATORS OF JOINT THEFT OF A
MOTORIZED RICKSHAWA CASE STUDYAT STABAT
POLICE SECTOR

MUHAMMAD AFIF HAIFAN
NPM. 245114231

ABSTRACT

This research is entitled “Criminal Liability of Perpetrators of Joint Theft
of a Motorized Rickshaw: A Case Study at Stabat Police Sector.” The research is
motivated by incidents involving the theft of motorized rickshaws, which cause both
economic and social losses to victims. A motorized rickshaw is not merely a means
of transportation but also serves as a source of livelihood for members of the
community in meeting their daily needs. Therefore, the joint theft of motorized
rickshaws requires legal analysis to determine the nature of the criminal offense,
the role of each perpetrator, and the criminal liability that may be imposed on those
involved.

The objective of the research was to identify the nature of the criminal
offense involving the joint theft of motorized rickshaws within the jurisdiction of the
Stabat Police Sector, to examine the role of each perpetrator in the commission of
the offense, and to determine the criminal liability of the perpetrators involved in
such cases. This research employs an empirical juridical research method, namely
a legal research approach that examines applicable legal provisions and relates
them to facts found in practice. The data were obtained through a literature review
and interviews with investigators from the Stabat Police Sector.

The collected data were subsequently analyzed qualitatively to provide an
overview of the handling and resolution of cases involving the joint theft of
motorized rickshaws. The findings indicate that the theft of motorized rickshaws
within the jurisdiction of the Stabat Police Sector constitutes the theft of movable
property belonging to another person, committed by more than one person with the
unlawful intent to appropriate such property. Accordingly, the offense may be
classified as aggravated thefi as stipulated in Article 363 paragraph (1) point 4 of
the Indonesian Criminal Code (KUHP).

The role of each perpetrator may include directly taking the motorized
rickshaw, keeping watch, providing information, assisting in transporting the
vehicle, or concealing the stolen property. Criminal liability may be imposed on the
perpetrators where the commission of a criminal act, intentional fault, capacity for
criminal responsibility, and the absence of grounds for excluding criminal liability
are established. Therefore, each perpetrator proven to have participated in the
offense may be held criminally liable according to their respective role and degree
of culpability pursuant to Article 362 in conjunction with Article 363 paragraph (1)

in 4-0f the Indonesian Criminal Code and Article 55 of the Indonesian Criminal
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